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ABSTRAK 
 
ANDI ASRUL ANSAR (B11110450), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 
Pidana Kekerasan dalam rumah tangga (Studi Kasus Putusan 
No.139/PID.B/  2013/PN  WTP)  di  bawah  bimbingan  Bapak  Muhadar 
selaku Pembimbing I dan Hijrah Adhyanti M sebagai Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal: pertama, untuk 
mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana yang terjadi pada kasus 
kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga pada putusan No.139/PID.B/ 
2013/PN WTP. dan yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pertimbangan 
hukum hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus kekerasan fisik dalam 
lingkup rumah tangga pada putusan No.139/PID.B/ 2013/PN WTP. 
 
Penelitian yang digunakan untuk menjawab dua hal di atas adalah 
penelitian kepustakaan dan penulis mengambil data yang diperoleh dari 
putusan   Pengadilan   Negeri   Watampone.   Penelitian   ini   dilakukan   di 
Pengadilan Negeri Watampone. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana 
dalam putusan hakim dalam perkara No.139/PID.B/ 2013/PN WTP telah 
sesuai dengan perundang-undangan dalam hal ini diatur dalam Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam 
Rumah   Tangga   dan   dalam   menjatuhkan   vonis   pidana   hakim   telah 
memberikan  pertimbangan-pertimbangan  sesuai  dengan  fakta  yang 
terungkap  di  persidangan  baik  itu  pertimbangan  pidana  materil  maupun 
pidana formil. 
 
Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan pidana 
terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perkara 
No.139/PID.B/ 2013/PN WTP telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 44 
ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dan dengan alat bukti yang sah, yaitu 
keterangan saksi,surat visum et repertum dan keterangan terdakwa  yang 
saling bersesuaian.
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BAB I 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
A.  Latar Belakang Masalah 
 
Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus 
memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat. Namun, 
kenyataannya tidak semua orang berprinsip demikian, dengan berbagai 
alasan pembenaran yang cukup masuk akal dan bisa diterima 
masyarakat, perkawinan sering kali tidak dihargai kesakralannya. 
Pernikahan merupakan media yang akan mempersatukan dua insan 
dalam sebuah rumah tangga. Pernikahan adalah satu-satunya ritual 
pemersatu dua insan yang diakui secara resmi dalam hukum kenegaraan 
maupun hukum agama. 
Salah satu tujuan perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam 
Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang 
sekaligus memberikan suatu definisi perkawinan: “Perkawinan adalah 
ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  perempuan 
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 
yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 
Kemudian dalam Pasal 33, ditentukan tentang hak dan kewajiban suami 
istri, “suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan 
memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Dari kedua
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pasal   di   atas   dapat   diartikan   sebagai   larangan   adanya   tindakan 
kekerasan dalam rumah tangga yang khususnya dilakukan oleh suami 
terhadap istri, karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan serta hak 
dan kewajiban suami istri. 
Rumah tangga seharusnya adalah tempat berlindung bagi seluruh 
anggota  keluarga.  Namun,pada  kenyatannya,  justru  banyak  rumah 
tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi 
tindakan kekerasan. 
Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para 
anggotanya karena keluarga dibangun oleh suami istri atas dasar ikatan 
lahir batin di antara keduanya. Suami dan istri mempunyai hak dan 
kedudukan yang seimbang dalam kehidupan berumah tangga dan 
pergaulan hidup di dalam masyarakat serta berhak untuk melakukan 
perbuatan hukum. 
Menurut   Pudjijagyanti   (1993:2)   pada   kenyataannya   institusi 
keluarga sebagai institusi terkecil dalam masyarakat, beberapa tahun 
terakhir ini dikatakan sebagai tempat paling rawan bagi munculnya tindak 
kekerasan terhadap perempuan. Banyak penyebab untuk ini diantaranya 
menyebutkan bahwa laki-laki merupakan sumber konsep yang berbeda 
dengan perempuan. Laki-laki bersumber pada keberhasilan pekerjaan, 
persaingan dan kekuasaan, sementara perempuan bersumber pada 
keberhasilan tujuan pribadi, citra fisik dan dalam hubungan keluarga.
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Contohnya dalam perkara pidana kasus Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga (KDRT) di kabupaten Bone sebagaimana Putusan perkara 
No.139/PID.B/2013/PN WTP yang dianalisis Penulis. Dalam penelitian ini 
kronologisnya sebagai berikut : Seorang laki-laki bernama Ambo Tang 
binti  Tahang  yang  berumur  46  tahun  yang  berprofesi  sebagai  sopir 
fanther Makassar Bone telah melakukan KDRT terhadap istrinya Jumarti 
binti Tumbeng. Pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 sekitar jam 
01.30 Wita terdakwa melakukan kekerasan dengan cara terdakwa 
menarik tangan korban Jumarni binti Tumbeng sampai keluar dari rumah 
Hj. Bode dan Tedakwa memukul pundak sebelah kanan korban dengan 
kepalan tinjunya serta memukul tangan korban ke arah belakang hingga 
terkilir. Kemudian Terdakwa menendang paha saksi korban selanjutnya 
korban menyelamatkan diri dengan cara berlari masuk ke dalam rumah. 
Akibat kekerasan tersebut, istri terdakwa atau korban mengalami luka 
Bengkak pada lengan atas tangan kanan. 
Terdakwa kemudian diperhadapkan di muka persidangan di 
Pengadilan Negeri Watampone dan majelis hakim menyatakan Terdakwa 
Ambo Tang bin Tahang telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah  melakukan  tindak  pidana  kekerasan  Fisik  Dalam  Rumah 
Tangga terhadap Istri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang- 
Undang RI No. 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan dalam 
Rumah Tangga (UU PKDRT) dengan ancaman hukumun sebagaimana
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yang diatur dalam Pasal 44 Ayat 1 UU PKDRT dan Menjatuhkan pidana 
terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 ( 
sembilan ) bulan. 
 
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan 
menganalisis dalam penerapan hukum tentang tindak pidana kekerasan 
dalam rumah tangga dengan mengangkat judul “Tinjauan Yuridis 
Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga .( Studi 
Kasus Putusan No. 139/PID.B/ 2013/PN WTP).’’ 
 
B.  Rumusan Masalah 
 
 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis 
merumuskan masalah sebagai berikut : 
 
1. Bagaimanakah  penerapan  hukum  pidana  materil  terhadap  tindak 
pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perkara pidana 
No.139/PID.B/ 2013/PN WTP? 
2. Apakah  dasar  pertimbangan  hukum  hakim  dalam  menjatuhkan 
putusan  terhadap  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga 
dalam perkara pidana No.139/PID.B/ 2013/PN WTP.?
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C.  Tujuan Penelitian 
 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penilaian ini bertujuan: 
 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum materil terhadap tindak pidana 
kekerasan dalam rumah tangga dalam perkara pidana No.139/PID.B/ 
2013/PN WTP. 
 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
putusan  terhadap  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga 
dalam perkara pidana No.139/PID.B/ 2013/PN WTP 
D.  Manfaat Penelitian 
 
Dari   hasil   penelitian   tersebut   diharapkan   mampu   memberikan 
manfaat manfaat sebagai berikut : 
1.   Manfaat Pribadi/Individu, yaitu : 
 
Untuk menambah pengetahuan dan pedoman dalam penyelesaian 
perkara yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga khususnya 
tindak pidana kekerasan terhadap istri. 
 
2.   Manfaat pada Masyarakat, yaitu : 
 
a. Meningkatkan kesadaran hukum dan memberikan pemahaman 
kepada masyarakat berkenaan dengan adanya Undang-Undang 
No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah- Tangga, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan,  Undang-Undang  No.39  Tahun  1999  tentang  Hak
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Asasi   Manusia   (HAM),   Undang-Undang   No.7   Tahun   1984 
tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. 
b. Memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  dan  mengubah 
paradigma sosial bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan 
lagi  persoalan  ranah  domestik,  tetapi  ranah  hukum  (kategori 
tindak   pidana).   Dengan   demikian,   masyarakat   hendaknya 
memiliki kesadaran dan kontrol sosial secara optimal untuk 
mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga
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BAB II TINJAUAN 
PUSTAKA 
A.  Pengertian Tinjauan Yuridis 
 
Sebelum penulis membahas masalah tindak pidana kekerasan dalam 
rumah tangga, ada baiknya penulis terlebih dahulu mendefinisikan makna 
dari tinjauan yuridis. Tinjauan yuridis adalah mengkaji dan menganalisa 
suatu peristiwa dari sudut pandang hukum, khususnya dalam lingkup 
hukum  pidana,  melihat  bagaimana  aturan  dan  penerapan  hukum. 
Tinjauan yuridis disini berarti Hukum Pidana Materiil. 
 
Hukum pidana materiil adalah isi atau substansi dari hukum pidana, 
dimana hukum pidana materiil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian 
tentang Strafbaar feit (delik; perbuatan pidana; tindak pidana) peraturan 
tentang syarat-syarat Strafbaarheid (hal dapat dipidananya seseorang), 
penunjukan   orang   yang   dapat   dipidana   dan   ketentuan   tentang 
pidananya; hukum pidana materiil menetapkan siapa dan bagaimana 
orang itu dapat dipidana. 
 
Menurut van Hattum (P.A.FLamintang, 1997: 10), Hukum pidana 
materiil yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang 
tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang 
dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan 
terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang bagaimana yang
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dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut, disebut juga dengan hukum 
pidana yang abstrak. 
 
Dengan kata lain, hukum pidana materiil (hukum pidana substantif), 
adalah seluruh peraturan yang memuat rumusan: 
 
1.   Perbuatan-perbuatan apakah yang diancam pidana; 
 
2. Siapakah  yang  dapat  dipidana,  atau  dengan  kata  lain  mengatur 
pertanggungjawaban terhadap hukum pidana; 
3. Pidana apakah yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah 
melakukan tindak pidana dan telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. 
B.  Delik 
 
1.   Pengertian Delik 
 
Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang 
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti 
diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa 
pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata Strafbaar feit 
terdiri dari 3 kata, yakni straf, baar  dan feit.Berbagai istilah  yang 
digunakan sebagai terjemahan dari strafbaar feit itu, ternyata straf 
diterjemahkan sebagai pidana dan hukum.Perkataan baar 
diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata feit 
diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.
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Selain istilah straftbaar feit, dipakai istilah lain yang berasal dari 
bahasa latin yaitu “delictum”. Dalam bahasa Jerman disebut “delict”, 
dalam Bahasa Perancis disebut delit dan dalam Bahasa Indonesia 
dipakai istilah delik. 
 
Wirjono Prodjodikoro (2003:1) menjelaskan istilah tidak pidana 
dalam  bahasa  asing  adalah  “delict”  yang  berarti  suatu  perbuatan 
yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat 
dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana. 
 
Begitu sulit memberikan pengertian terhadap strafbaarfeit, 
membuat para ahli mencoba untuk memberikan pengertian sesuai 
dengan sudut pandang mereka yang menyebabkan banyaknya 
keanekaragaman akan istilah strafbaarfeit. 
 
Moeljatno (Adami Chazawi, 2002:71) memberikan definisi 
tentang  strafbaarfeit menggunakan  istilah  perbuatan  pidana.Beliau 
mendefinisikan perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang dilarang 
oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) 
yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan 
tersebut”. 
 
Menurut van Hamel (Leden Marpaung, 2005:7), tindak pidana 
adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.
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Jonkers (Bambang Poernomo, 1982:91) memberikan definisi 
tentang strafbaarfeit menjadi 2 bagian, yaitu: 
 
1. Definisi  pendek  memberikan  pengertian  strafbaarfeit  sebagai 
kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh Undang-undang. 
2. Definisi  panjang  memberikan  pengertian  strafbaarfeit  sebagai 
suatu  kelakuan  yang  melawan  hukum  yang  dilakukan  baik 
dengan sengaja maupun lalai oleh orang yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 
 
Pompe    (P.A.F    Lamintang,    1997:183)    juga    memandang 
 
strafbaarfeit dari 2 (dua) segi, yaitu: 
 
1. Dari segi teoritis, strafbaarfeit dapat dirumuskan sebagai suatu 
pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) yang 
dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan 
oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap 
pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum 
dan terjaminnya kepentingan umum. 
2.   Dari segi hukum positif, strafbaarfeit adalah tindak lain daripada 
suatu  tindakan  yang  menurut  rumusan  undang-undang  telah 
dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. 
 
 
Dari definisi yang dirumuskan oleh pompe tersebut, memberikan 
pemahaman bahwa definisi dari segi teoritis menjelaskan akan suatu 
perbuatan  yang  melanggar  norma  atau  hukum  yang  dilakukan 
dengan sengaja atau tidak dengan sengaja dan harus dijatuhi 
hukuman terhadap pelaku demi ketertiban hukum dan terjaminnya 
kepentingan hukum, sedangkan pengertian dari segi hukum positif 
sangatlah berbahaya yakni dengan semata-mata menggunakan 
pendapat-pendapat secara teoritis. Hal mana segera disadari apabila
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melihat ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena 
di dalamnya dapat dijumpai sejumlah besar “strafbare feiten” yang 
dari   rumusan-rumusannya   kita   dapat   mengetahui   bahwa   tidak 
satupun dari “strafbare feiten” tersebut yang memiliki sifat-sifat umum 
sebagai suatu “strafbaar feit”, yakni bersifat “wederrechtelijk”, “aan 
schuld te witjen” dan “straafbaar” atau yang bersifat “melaggar 
hukum”,”telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan 
sengaja” dan “dapat dihukum”. 
 
Pengertian tentang strafbaarfeit yang dikemukakan oleh pompe 
memiliki keterkaitan dengan pengertian yang dirumuskan oeh Simons 
tentang strafbaarfeit. 
 
Simons (Adami Chazawi, 2002:75) memberikan definisi tentang 
 
strafbaarfeit sebagai: 
 
 
Suatu tindakan melanggar hukum  yang dengan  sengaja telah 
dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas 
tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum. 
 
 
Hazewinkel-Suringa (P.A.F  Lamintang,  1997:18) telah 
membuat  suatu  rumusan  yang  bersifat  umum  dari  “strafbaarfeit” 
yaitu: 
Suatu  perilaku  manusia  yang  pada  suatu  saat  tertentu  telah 
ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap 
sebagai  perilaku  yang  harus  dibedakan  oleh  hukum  pidana
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dengan  menggunakan  sarana-sarana  bersifat  memaksa  yang 
terdapat di dalamnya. 
 
Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil.Bahwa 
yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya 
menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 
pidana oleh Undang-Undang.Di sini rumusan dari perbuatan jelas, 
misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang 
pencurian.Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya 
menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan 
pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut 
rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang 
pembunuhan. 
2.   Unsur-Unsur Delik 
 
 
Mengikuti asas yang berlaku dalam hukum pidana, maka 
seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan delik apabila delik 
tersebut belum dirumuskan di dalam undang-undang.Sekalipun 
perkembangan mutakhir dalam hukum pidana menunjukkan, bahwa 
asas hukum tersebut tidak lagi diterapkan secara rigid atau kaku, 
tetapi  asas hukum  tersebut  sampai  sekarang  telah  dipertahankan 
sebagai asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana 
sekalipun dengan berbagai modifikasi dan perkembangan.Dengan 
demikian seseorang hanya  dapat dipersalahkan  melakukan tindak
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pidana apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang telah 
dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai tindakan 
pidana. 
 
Perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana bila memenuhi 
unsur-unsur, (Lamintang, 1997:184) sebagai berikut: 
 
1.   harus ada perbuatan manusia; 
2. perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan 
pasal dari undang-undang yang bersangkutan; 
3.   perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf); 
4.   dapat dipertanggungjawabkan. 
 
 
 
Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara (Leden Marpaung, 
 
2005:10) mengemukakan bahwa: 
 
Unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. 
Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, 
yaitu berupa: 
1.   Suatu tindakan; 
2.   Suatu akibat dan; 
3.   Keadaan (omstandigheid) 
Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari 
perbuatan yang dapat berupa : 
1.   Kemampuan (toerekeningsvatbaarheid); 
2.   Kesalahan (schuld). 
 
Secara umum unsur-unsur delik dibedakan ke dalam dua macam 
 
(Tongat, 2006:4) yaitu: 
 
1.   Unsur  obyektif,  yaitu  unsur  yang  terdapat  diluar  pelaku 
(dader) yang dapat berupa : 
a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti 
tidak   berbuat.   Contoh   unsur   obyektif   yang   berupa
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“perbuatan” yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan 
diancam oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan 
tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan 
yang dirumuskan di dalam Pasal 242, 263, 362 KUHP. Di 
dalam ketentuan Pasal 362 misalnya, unsur obyektif yang 
beupa “perbuatan” dan sekaligus merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah 
perbuatan mengambil. 
b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana 
materiil. Contoh unsur obyektif yng berupa suatu “akibat” 
adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh 
undang-undang dan sekaligus merupakan syarat mutlak 
dalam tindak pidana antara lain akibat-akibat 
sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 351, 
338 KUHP. 
Dalam ketentuan Pasal 338 KUHP misalnya, unsur 
obyektif yang berupa “akibat “ yang dilarang dan diancam 
undang-undang adalah akibat berupa matinya orang. 
c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang 
dan diancam oleh undang-undang. Contoh unsur obyektif 
yang berupa suatu “keadaan” yang dilarang dan diancam 
oleh undag-undang adalah keadaan sebagaimana 
dimaksud dalam ketentuan Pasal 282 KUHP misalnya, 
unsur obyektif yang berupa “keadaan” adalah tempat 
umum. 
 
2.   Unsur subyektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri pelaku 
(dader) yang berupa: 
a. Hal  yang  dapat  dipertanggungjawabkannya  seseorang 
terhadap perbuatan  yang  telah  dilakukannya 
(kemampuan bertaggung jawab). 
b. Kesalahan   atau   schuld   berkaitan   dengan   masalah 
kemampuan  bertanggung  jawab  di  atas.  Seseorang 
dapat  dikatakan  mampu  bertanggung  jawab  apabila 
dalam diri orang ituu memenuhi tiga syarat, yaitu : 
1) Keadaan  jiwa  orang  itu  adalah  sedemikian  rupa, 
sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya 
dank arena juga mengerti akan nilai dari akibat 
perbuatannya itu. 
2) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia 
dapat menentukan kehendaknya terhdapa perbuatan 
yang ia lakukan.
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3) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang 
dan   perbuatan   mana   yang   tidak   dilarang   oleh 
undang-undang. 
 
Sementara itu berkaitan dengan persoalan kemampuan 
bertanggung jawab ini pembentuk KUHP berpendirian, bahwa setiap 
orang dianggap mampu bertanggung jawab.Konsekuensi dari pendiri 
ini adalah, bahwa masalah kemampuan bertanggung jawab ini tidak 
perlu  dibuktikan  adanya  di  pengadilan  kecuali  apabila  terdapat 
keragu-raguan terhadap unsur tersebut (Tongat, 2006:5). 
 
Simons (Sudarto, 1990:41), membagi unsur tindak pidana 
sebagai berikut: 
 
1.   Unsur objektif, terdiri atas : 
a.   Perbuatan orang; 
b.   Akibat yang kehilangan dari perbuatan tersebut; 
c.   Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut. 
2.   Unsur subjektif, terdiri atas : 
a.   Orang yang mampu untuk bertanggungjawab; 
b.   Adanya kesalahan yang mengiringi perbuatan. 
 
 
Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 
(dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran.Kejahatan (misdrijven) 
menunjuk pada suatu perbuatan yang menurut nilai-nilai 
kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak 
diatur dalam ketentuan undang-undang.Oleh karenanya disebut 
dengan   rechtedelicten.Sementara   pelanggaran   menunjuk   pada
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perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan 
tercela.Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena dibentuk oleh 
undang-undang.Oleh karenanya disebut dengan wetsdelicten. 
 
3.   Jenis-jenis Delik 
 
Setelah mencoba  menguraikan  delik  dari segi  pengertian  dan 
unsur-unsur delik, berikut ini akan diuraikan tentang jenis-jenis dari 
delik. 
Dalam usaha untuk menemukan pembagian yang lebih tepat 
terhadap delik, para guru besar telah membuat suatu pembagian dari 
tindakan-tindakan melawan hukum kedalam dua macam “Onrecht”, 
yang mereka sebut ”Crimineel Onrecht” dan “Policie Onrecht”. 
Crimineel Onrecht  adalah setiap tindakan melawan hukum yang 
menurut sifatnya adalah bertentangan dengan “Rechtsorde” atau 
“tertib hukum” dalam arti yang lebih luas daripada sekedar 
“kepentingan-kepentingan”, sedang ”Police Onrecht” adalah setiap 
tindakan melawan hukum yang menurut sifatnya adalah bertentangan 
dengan “kepentingan-kepentingan yang terdapat di dalam 
masyarakat”. 
Sebelumnya, para pembentuk kitab undang-undang hukum 
pidana  kita telah membuat  suatu  pembagian  ke  dalam  apa  yang 
mereka sebut Rechtsdelicten dan Wetsdelicten.
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Rechtsdelicten  adalah  delik yang  pada  kenyataanya 
mengandung sifat melawan hukum, sehingga orang pada umumnya 
menganggap bahwa perbuatan tersebut harus dihukum, misalnya 
tindak pidana pencurian atau pembunuhan. Sedangkan Wetsdelicten 
tindakan-tindakan yang  mendapat  sifat melawan  hukumnya  ketika 
diatur oleh hukum tertulis, dalam hal ini peraturan perundang- 
undangan. 
Dari uraian diatas, dapat kita lihat bahwa dalam hal pembagian 
jenis tindak pidana ternyata  bukan lagi hal yang baru bagi dunia 
hukum.Untuk KUHP kita membagi ke dalm 2 pembagian, yang 
pertama kejahatan (misdrijven) yang terdapat dalam buku II dan 
pelanggaran (overtredingen) yang terdapat dalam buku III. 
Selain yang dikenal dalam KUHP tersebut, dalam ilmu 
pengetahuan  hukum  pidana  juga  dikenal  beberapa  jenis  tindak 
pidana lainnya, diantaranya adalah: 
 
a.   Delik Formal dan Delik Materil 
 
Delik formal adalah delik yang dianggap telah selesai dengan 
dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan 
hukuman oleh undang-undang, contohnya pencurian, sedangkan 
delik   materil   adalah   delik   yang   dianggap   selesai   dengan 
timbulnya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman
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oleh  undang-undang,  misalnya  yang  diatur  dalam  Pasal  338 
 
KUHP mengenai pembunuhan. 
 
Pelaku dari Pasal 338 KUHP dapat dihukum ketika akibat 
dari  perbuatanya  telah  terpenuhi,  yaitu  mati  atau  hilangnya 
nyawa seseorang. 
Mengenai pembagian delik formal dan delik materil, Van 
Hamel kurang menyetujui pembagian tersebut, karena 
menurutnya  (Teguh  Prasetyo,  2010:57),  “walaupun  perilaku 
yang terlarang itu tidak dirumuskan sebagai penyebab dari suatu 
akibat, tetapi karena adanya perilaku semacam itulah seseorang 
dapat dipidana”. Beliau lebih sepakat menyebutnya sebagai delik 
yang  dirumuskan  secara  formal  dan  delik  yang  dirumuskan 
secara material. 
b.   Opzettelijke delicten dan Culpooze delicten. 
 
Opzettelijke delicten adalah perbuatan pidana yang dilakukan 
dengan unsur-unsur kesengajaan.Pada dasarnya kesengajaan 
dalam hukum pidana dikenal dalam tiga bentuk (Bambang 
Poernomo, 1982:159), yaitu; 
1.   Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als oogmerk), 
2. Kesengajaan        sebagai        kepastian        (Opzet        bij 
zekerheidsbewustzijn of noodzakelijkheidsbewustzijn), 
3. Kesengajaan    dengan    sadar    kemungkinan    (Opzet    bij 
mogelijkheidsbewustzijn, of voorwaardelijk opzet, og dolus 
eventualis).
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Untuk kesengajaan sebagai maksud, si pelaku memang 
benar-benar menghendaki perbuatan dan akibat dari 
perbuatannya, sedangkan kesengajaan sebagai kepastian adalah 
baru dianggap ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak 
bertujuan untuk mencapai akibat yang mendasar dari tindak 
pidana tersebut, tetapi pelaku tahu bahwa akibat itu pasti akan 
mengikuti perbuatan tersebut. Sementara kesengajaan dengan 
sadar kemungkinan adalah keadaan yang pada awalnya mungkin 
terjadi dan pada akhirnya betul-betul terjadi. 
Culpooze delicten adalah delik-delik atau tindak pidana yang 
dapat  dihukum meskipun  tidak ada  unsur kesengajaan  dalam 
melakukan perbuatan tersebut. 
c.   Gewone delicten dan Klacht delicten 
 
Gewone delicten adalah delik atau tindak pidana biasa yang 
dapat dituntut tanpa adanya suatu pengaduan.Sementara, Klacht 
delicten (Teguh Prasetyo, 2010:59), “adalah tindak pidana yang 
penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan 
dari  pihak  yang  berkepentingan  atau  terkena”.Dalam  tindak 
pidana tersebut, penuntutan dapat dilakukan jika terdapat 
pengaduan dari yang memiliki kepentingan, siapa yang dianggap 
berkepentingan,  tergantung  dari  jenis  deliknya  dan  ketentuan 
yang ada.
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Dalam hukum pidana, pengaduan terbagi menjadi 2 bagian, 
yaitu absolute klachtdelicten dan relative klachtdelicten. 
Absolute klachtdelicten adalah tindak pidana yang pelakunya 
dapat dituntut dengan syarat ada pengaduan dan pihak pengadu 
hanya menyebutkan peristiwanya saja, sedangkan relative 
klachtdelicten adalah tindak pidana yang berdasarkan pengaduan 
juga, tapi antara korban dan pelaku terdapat hubungan 
khusus.Misalnya tindak pidana pencurian dalam keluarga.Dalam 
tindak pidana pengaduan relatif ini, pengadu harus menyebutkan 
orang-orang yang diduga merugikan dirinya. 
Dalam hal tindak pidana aduan relatif, aparat penegak hukum 
dapat  melakukan  penuntutan  terhadap  orang  yang  namanya 
telah disebutkan oleh pengadu sebagai orang yang telah 
merugikan dirinya.Jadi apabila dalam pengaduan tersebut ada 
pihak-pihak lain yang kemudian namanya tidak disebut, maka 
pihak-pihak itu tidak dapat dituntut. 
Selain membahas masalah siapa yang berhak melakukan 
pengaduan, dalam undang-undang juga diatur masalah jangka 
waktu seseorang dapat melakukan pengaduan.Jangka waktu 
tersebut diatur dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP. 
Jangka waktu yang diatur dalam KUHP tersebut adalah enam 
bulan   apabila   orang   yang   berwenang   untuk   mengajukan
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pengaduan bertempat tinggal di Indonesia, dan sembilan bulan 
apabila bertempat tinggal di luar Indonesia.Jangka waktu tersebut 
terhitung pada saat orang tersebut mengetahui tentang terjadinya 
sesuatu tindakan yang telah merugikan dirinya. 
d.   Delicta Commissionis dan Delicta Omissionis 
 
Perbuatan melawan hukum dapat terjadi ketika berbuat 
sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang 
seharusnya. Delik Commissionis adalah delik yang berupa 
pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang- 
undang, contohnya adalah pemalsuan surat, pemerkosaan dan 
pencurian. Sementara delik Omissionis adalah delik yang berupa 
pelanggaran terhadap keharusan-keharusan menurut undang- 
undang, misalnya orang yang menimbulkan kegaduhan dalam 
persidangan, tidak memenuhi panggilan sebagai saksi. 
Disamping delik tersebut di atas (Teguh Prasetyo, 2010:58), 
ada juga yang disebut dengan “delik commissionis permissionem 
commisa”. Misalnya seorang ibu yang sengaja tidak memberikan 
air susu kepada anaknya yang masih bayi dengan maksud agar 
anak itu meninggal, tetapi dengan cara tidak melakukan sesuatu 
yang seharusnya dilakukan.
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Selain yang ada diatas, dalam berbagai literatur lainnya, 
masih ada beberapa jenis tindak pidana yang lain, (Teguh 
Prasetyo, 2010:60) diantara lain: 
a. Delik  berturut-turut  (voortgezet  delict)  :  yaitu  tindak 
pidana yang dilakukan berturut-turut, misalnya mencuri 
uang satu juta rupiah, tetapi dilakukan setiap kali seratus 
ribu rupiah. 
b. Delik  yang  berlangsung  terus,  misalnya  tindak  pidana 
merampas kemerdekaan orang lain, cirinya adalah 
perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu. 
c.   Delik berkualifikasi (gequalificeerd), yaitu tindak pidana 
dengan pemberatan, misalnya pencurian di malam hari, 
penganiayaan berat. 
d. Gepriviligeerd  delict,  yaitu  delik  dengan  peringanan, 
misalnya  pembunuhan  bayi  oleh  ibu  yang  melahirkan 
karena takut diketahui. 
e. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan 
negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap 
keselamatan kepala negara dan sebagainya. 
f. Delik  propria,  yaitu  tindak pidana  yang  dilakuakn  oleh 
orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti hakim, 
pegawai negeri, ayah, ibu, dan sebagainya yang 
disebutkan dalam pasal KUHP. 
 
C.  Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
 
1.   Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
 
Sebelum menguraikan pengertian kekerasan dalam rumah 
tangga, terlebih dahulu dijelaskan beberapa definisi tentang 
kekerasan. Kata “kekerasan” bukanlah sesuatu yang asing maupun 
hal baru. Sejarah peradaban manusia tidak pernah lepas dari 
kekerasan, seperti yang dilihat dan dirasakan baik dimasa lalu 
maupun masa sekarang.
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Bila ditinjau dari segi bahasa (Estimologi), maka kekerasan 
berasal adari kata dasar “kasar” dan mendapat awalan “ke” dan 
kemudian mendapat akhiran “an”. Didalam Kamus Umum Bahasa 
Indonesia (W.J.S Poerwadarminta 1990 : 425)    kekerasan 
menunjukkan kata sifat (hal dan sebagainya) keras pada suatu 
kegiatan, kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau 
perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan 
cedera  atau  matinya  orang  lain  dan  menyebabkan  kerusaan  fisik 
pada orang lain. 
 
Menurut KUHP dalam Pasal 89 (R.Soesilo 1984 :84)  disebutkan 
bahwa “ yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang 
jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)”. Melakukan kekerasan 
artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil 
secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau 
dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan 
sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut 
pasal ini ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. 
Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya 
memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat, sehingga 
orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat 
mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. Sedangkan tidak berdaya
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artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga 
tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun, misalnya mengikat 
dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, 
memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh. 
 
Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik 
yang terbuka (overt), atau tertutup (covert), baik yang bersifat 
menyerang (offensive) atau bertahan (defensive), yang disertai oleh 
penggunaan kekuatan terhadap orang lain. (Soerjono Soekanto dan 
Pudji Santoso, 1985:104) mendefinisikan kejahatan kekerasan 
(violence) yaitu : “istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cedera 
mental  atau  fisik,  yang  merupakan  bagian  dari  proses  kekerasan 
yang kadang-kadang diperbolehkan, sehingga jarang disebut sebagai 
kekerasan. 
 
(Siti Musdar Mulia 2001 :154-155) mendefinisikan kekerasan 
sebagai tindakan/serangan terhadap seseorang yang memungkinkan 
dapat melukai secara fisik, psikis, dan mentalnya serta menyebabkan 
penderitaan dan kekerasan. 
 
Istilah kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kekerasan 
yang   berhubungan   antara   suami   dan   istri,   yang   salah   satu 
diantaranya  bisa menjadi  pelaku  atau  korban  (istri,  anak maupun
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pasangan).  Pada  Pasal  1  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2004 
 
Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  bahwa 
yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah: 
 
“setiap  perbuatan  terhadap  seseorang  terutama  perempuan, 
yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan,  atau  penderitaan  secara 
fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, 
termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemasaan, atau 
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup 
rumah tangga”. 
 
Menurut  (Zakariah  Idris  1988:452)  kekerasan  adalah  perihal 
yang berciri atau bersifat keras adan atau perbuatan seseorang atau 
sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang 
lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. 
 
Sehingga dapat diketahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga 
adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa 
orang terhadap orang lain, yang berakibat suatu penderitaan secara 
fisik, seksual maupun psikologis, termasuk ancaman perbuatan 
tertentu, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara sewenang- 
wenang, penekanan secara ekonomis, yang terjadi dalam  lingkup 
rumah tangga atau personal.
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Kekerasan dalam rumah tangga biasa dianggap sebagai Hidden 
Crime yang telah memakan cukup banyak korban dari berbagai 
kalangan masyarakat. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk 
dan disebabkan oleh berbagai faktor. Tindak kekerasan yang 
dilakukan akan memberikan dampak dan resiko yang sangat besar 
bagi  perempuan  atau  istri.  Jadi   dapat  didefinisikan  kekerasan 
terhadap perempuan atau istri adalah tindakan yang melanggar 
hukum dan hak-hak asasi manusia, karena melukai secara fisik dan 
psikologis seorang perempuan atau istri. 
 
2.   Ruang  Lingkup  dan  Bentuk-Bentuk  Kekerasan  Dalam  Rumah 
 
Tangga 
 
a)   Ruang Lingkup Dalam Rumah Tangga 
 
Ruang lingkup rumah tangga diatur dalam Pasal 356 KUHP, 
yaitu: ibunya, bapaknya yang sah, istri atau anaknya, sedangkan 
ruang lingkup dalam rumah tangga juga diatur dalam pasal 2 ayat 
1 dan 2 UUPKDRT, yaitu: 
 
1. Lingkup   rumah   tangga   dalam   Undang-Undang   ini 
meliputi: 
a)   Suami, istri, anak 
b) Orang-orang  yang  mempunyai  hubungan  keluarga 
dengan orang   sebagaimana dimaksud pada huruf a 
karena hubungan darah, perkawinan, yang menetap 
dalam rumah tangga, dan/atau. 
c) Orang yang bekerja  membantu  rumah  tangga  dan 
menetap dalam rumah tangga tersebut.
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2. Orang  yang  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  c 
dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu 
selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. 
 
b)  Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
 
Bentuk-bentuk  kekerasan  dalam  rumah  tangga  menurut 
 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 : 
 
1.   Kekerasan fisik (Pasal 6 UU PKDRT). 
Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan 
rasa sakit, jatuh sakit atau Iuka berat 
2.   Kekerasan psikis (Pasal 7 UU PKDRT). 
Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan 
ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya 
kemampuan   untuk   bertindak,   rasa   tidak   berdaya, 
dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. 
3.   Kekerasan seksual (Pasal 8 UU PKDRT). 
Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa 
pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar 
dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual 
dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan 
tertentu. 
4.   Penelantaran Rumah Tangga (Pasal 9 UU PKDRT). 
a) Setiap  orang  dilarang  menelantarkan  orang  dalam 
lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum 
yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau 
perjanjian ia wajib  memberikan  kehidupan, 
perawatan, atau  pemeliharaan  kepada  orang 
tersebut. 
b) Penelantaran   yang   dimaksud   sebelumnya   juga 
berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan 
ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi 
dan/atau melarang untuk bekerja yang Iayak di dalam 
atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah 
kendali orang tersebut. 
 
c)   Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam KUHP 
 
Sebelum  disahkanya  Undang-undang  No.  23  Tahun  2004 
yang secara khusus mengatur tentang penghapusan kekerasan
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dalam rumah tangga, maka secara umum kekerasan fisik yang 
lazim  disebut  dengan  penganiayaan  yang  telah  diatur  dalam 
Pasal 351 KUHP yaitu : 
 
1) Penganiayaan    dihukum    dengan    hukuman    penjara 
selama-lamanya  dua tahun  delapan  bulan  atau  denda 
sebanyak-banyaknya Rp.4.500,- 
2) Jika  perbuatan  itu  mengakibatkan  luka  berat,  yang 
bersalah  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama 
lima tahun. 
3) Jika   mengakibatkan   mati,   diancam   dengan   pidana 
penjara paling lama tujuh tahun. 
 
 
Pasal 352 KUHP : 
 
 
1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka 
penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau 
halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau 
pencarian,  diancam  sebagai  penganiayaan  ringan 
dengan  pidana  penjara  paling  lama  tiga  bulan  atau 
pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 
Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang 
melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja 
padanya atau menjadi bawahanya. 
2)   Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. 
Pasal 353 KUHP : 
1) Penganiayaan  dengan  rencana  lebih  dahulu  diancam 
dengan pidana penjara paling lama empat tahun. 
2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang 
bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh 
tahun. 
3) Jika   perbuatan   itu   mengakibatkan   kematian   yang 
bersalah diancam dengan dengan pidana penjara paling 
lama Sembilan tahun.
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Pasal 354 KUHP : 
 
 
1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam 
karena melakukan  penganiayaan  berat  dengan  pidana 
penjara paling lama delapan tahun. 
2) Jika   perbuatan   itu   mengakibatkan   kematian   yang 
bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 
sepuluh tahun. 
 
Pasal 355 KUHP : 
 
1) Penganiayaan  berat  yang  dilakukan  dengan  rencana 
terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling 
lama dua belas tahun. 
2) Jika   perbuatan   itu   mengakibatkan   kematian,   yang 
bersalah  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama 
lima belas tahun. 
 
Pasal 356 KUHP : 
 
Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 352, 353, 354, 
 
355 dapat ditambah dengan sepertiga : 
 
 
1) Bagi  yang  melakukan  kejahatan  itu  terhadap  ibunya, 
bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya. 
2) Jika  kejahatan  itu  dilakukan  terhadap  seorang  pejabat 
ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah. 
3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan 
yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk 
dimakan atau diminum. 
 
 
 
Secara umum  tindak  pidana  kekerasan  dalam 
KUHPidana juga meliputi tindak pembunuhan, pencurian 
dengan kekerasan fisik dan pemerkosaan.
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3.   Ketentuan Pidana mengenai Kekerasan dalam Rumah tangga 
 
Dari ke empat bentuk kekerasan dalam rumah tangga 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 UU RI No. 23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut 
diatas, selanjutnya dalam Bab VIII  yang tersebar dalam Pasal 44 
sampai dengan Pasal 49 diatur tentang ketentuan pidana yang 
memuat sanski pidana bagi pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga. 
 
Di bawah ini akan diuraikan unsur-unsur tindak pidana Kekerasan 
 
Dalam Rumah Tangga, pasal per pasal : 
 
 
a. Pasal  44  ayat  (1) berbunyi  :  “  Setiap  orang yang  melakukan 
perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan 
pidana  penjara paling lama  5  (lima)  tahun  atau  denda  paling 
banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) “. 
 
Pasal ini memuat unsur-unsur pidana sebagai berikut : 
 
 
1. Unsur ke-1 Setiap Orang 
 
Yang   dimaksud   dengan   “   setiap   orang   “   merupakan 
penunjukan kata ganti orang sebagai subyek/pelaku tindak 
pidana, yaitu setiap Warga Negara Republik Indonesia yang 
tunduk kepada Undang Undang dan Hukum Negara RI atau 
yang tercakup dalam ketentuan Pasal 2, 3, 4, 5, 7 dan 8 KUHP 
yang mampu bertanggung jawab secara hukum.
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2. Unsur ke-2 Melakukan kekerasan fisik 
 
Yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan fisik” adalah 
melakukan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh 
sakit, atau luka berat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 
UU RI. No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
 
Dalam Rumah Tangga. 
 
3. Unsur ke-3 Dalam lingkup rumah tangga 
 
Sedangkan yang dimaksud “dalam lingkup rumah tangga” 
adalah kekerasan tersebut dilakukan terhadap suami, istri, 
anak,   orang-orang   yang   mempunyai   hubungan   keluarga 
karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan 
dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau 
orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap 
dalam rumah tangga tersebut. 
b. Pasal  45  ayat  (1) berbunyi  :  “  Setiap  orang yang  melakukan 
perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling 
banyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) “. 
 
Pasal ini memuat unsur-unsur pidana sebagai berikut : 
 
1. Unsur ke-1 Setiap orang 
 
Pengertian  “  setiap  orang  “  di  sini  sama  dengan  yang 
 
dijelaskan dalam penjelasan unsur pidana pada Pasal 44 
 
2. Unsur ke-2 Melakukan kekerasan psikis
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Yang dimaksud dengan “ melakukan kekerasan psikis “ adalah 
setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya 
rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa 
tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada 
seseorang, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 UU RI No. 
23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam 
 
Rumah Tangga. 
 
3. Unsur ke-3 Dalam lingkup rumah tangga 
 
Sedangkan pengertian “ dalam lingkup rumah tangga “ di sini 
sama dengan yang dijelaskan dalam penjelasan unsur pidana 
pada Pasal 44. 
c. Pasal  46  yang  berbunyi  :  “  Setiap  orang  yang  melakukan 
kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun 
atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta 
rupiah)”. 
 
Pasal ini memuat unsur-unsur pidana sebagai berikut : 
 
 
1. Unsur ke-1 Setiap orang. 
 
Pengertian  “  setiap  orang  “  di  sini  sama  dengan  yang 
 
dijelaskan dalam penjelasan unsur pidana pada Pasal 44. 
 
2. Unsur ke-2 Melakukan kekerasan seksual. 
 
Yang dikategorikan sebagai “ melakukan kekerasan seksual “ 
 
adalah meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan
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terhadap  orang  yang   menetap   dalam   lingkungan   rumah 
tangga tersebut dan pemaksaan hubugan seksual terhadap 
salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang 
lain  untuk  tujuan  tertentu,  sebagaimana  dijelaskan  dalam 
Pasal 8 UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
d. Pasal 47 yang berbunyi : “ Setiap orang yang menetap dalam 
rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 4 (empat) tahun, dan pidana penjara paling lama 
15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,- 
(dua   belas   juta   rupiah)   atau   denda   paling   banyak   Rp. 
300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)”. 
 
Pasal ini memuat unsur-unsur pidana sebagai berikut : 
 
 
 
1. Unsur ke-1 Setiap orang. 
 
Pengertian  “  setiap  orang  “  di  sini  sama  dengan  yang 
 
dijelaskan dalam penjelasan unsur pidana pada Pasal 44. 
 
2. Unsur ke-2 Yang menetap dalam rumah tangganya. 
 
Sedangkan yang dimaksud dengan “ yang menetap dalam 
rumah tangganya “ adalah orang atau siapa saja sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang hidup 
dan bertempat tinggal serta melakukan aktifitas sehari-hari di 
rumah tersebut.
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3. Unsur   ke-3   Melakukan   hubungan   seksual   sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 huruf b. 
Pengertian “ melakukan hubungan seksual sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 huruf b “ yaitu pemaksaan hubungan 
seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah 
tangganya dengan orang lain untuk tujuan tertentu. Tujuan 
tertentu di sini seperti untuk kepuasan pribadi akibat kelainan 
seksual yang dialaminya maupun untuk tujuan komersil. 
e.   Pasal  49  yang  berbunyi  :  “  Dipidana  dengan  pidana  penjara 
paling  lama  3  (tiga)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp. 
15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setiap orang yang : 
a. menelantarkan orang lain dalam  lingkup rumah tangganya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). 
b.   menelantarkan orang lain  sebagaimana  dimaksud  Pasal 9 
ayat (2) “. 
 
Unsur-unsur pidana yang terdapat dalam Pasal ini adalah : 
 
1. Unsur ke-1 Setiap orang. 
 
Pengertian  “  setiap  orang  “  di  sini  sama  dengan  yang 
dijelaskan dalam penjelasan unsur pidana pada Pasal 44. 
2. Unsur ke-2  Menelantarkan  orang  lain  dalam  lingkup  rumah 
tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). 
Yang  dimaksud  dengan  “  menelantarkan  orang  lain  dalam 
lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
9 ayat (1) adalah perbuatan menelantarkan orang lain 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU RI No. 23 Tahun
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2004, dimana menurut hukum yang berlaku baginya atau 
karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan 
kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang 
tersebut. 
3. Unsur ke-3 Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud 
 
Pasal 9 ayat (2) 
 
Yang  dimaksud dengan  menelantarkan  orang  lain 
sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) adalah perbuatan 
menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 UU RI No. 23 Tahun 2004, yaitu bagi setiap orang yang 
mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara 
mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara 
membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di 
dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah 
kendali orang tersebut. 
 
 
 
D.  Putusan 
 
1.   Pengertian putusan 
 
Perihal  putusan  hakim  atau  putusan  pengadilan  merupakan 
aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara 
pidana.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya putusan 
hakim berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum tentang
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statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah 
selanjutnya.Dalam sistem peradilan pidana modern seperti Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai kaidah 
hukum formil tidak diperkenankan main hakim sendiri. 
Pasal   (1)   angka   11   KUHAP   disebutkan   bahwa   putusan 
pengadilan sebagai : 
“Pernyataan hakim ang diucapkan dalam sidang pengadilan 
terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari 
segala tuntunan hukum dalam serta menurut cara yang diatur 
dalam Undang-undang ini. 
 
 
 
2.   Jenis-jenis putusan 
 
 
Dengan melakukan perumusan KUHAP, pada dasarnya putusan 
 
Hakim/Pengadilan dapat diklarifikasikan menjadi dua bagian yaitu : 
 
 
a.   Putusan yang bukan putusan akhir 
 
 
Pada praktik peradilan bentuk putusan awal dapat berupa 
penetapan dan putusan sela, putusan jenis ini mengacu pada 
ketentuan Pasal 148 dan 156 ayat 1 KUHAP, yakni dalam hal 
setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan/atau 
penasehat hukum mengajukan Kekerabatan atau Eksepsi 
terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pada 
hakekatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa :
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1) Penetapan  yang  menentukan  bahwa  tidak  berwenangnya 
pengadilan untuk mengadili suatu perkara karena merupakan 
kewenangan Pengadilan Negeri yang lain sebagaimana 
ketentuan Pasal 143 ayat (1) KUHAP. 
2) Putusan menyatakan dakwaan  jaksa  atau penuntut umum 
batal demi hukum. Karena tidak memenhi ketentuan Pasal 
143 ayat (2) huruf b KUHAP, dan dinyatakan batal demi 
hukum menurut ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP. 
3) Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa atau penuntut 
umum  tidak  dapat  diterima  sebagaimana  ketentuan  Pasal 
156 ayat (1) KUHAP disebabkanmateri hukum perkara 
tersebut telah daluarsa, materi perkara hukum perdata dan 
sebagainya. 
 
b.   Putusan akhir 
 
 
Putusan ini dalam praktik lazim disebut dengan istilah “eind 
vonis” dan merupakan jenis putusan ag bersifat materi. Putusan 
ini terjadi apabila setelah majelis hakim memeriksa terdakwa 
sampai dengan berkas pokok perkara selesai diperiksa secara 
teoritik putusan akhir ini dapat berupa : 
 
1)   Putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP)
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Putusan bebas menurut rumpun Eropa Continental, lazim 
disebut dengan “vrijspraak”. Aturan hukum putusan bebas 
diatur dalam KUHAP Pasal 191 ayat (1) yaitu : 
 
“jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil 
pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas 
perbuatan yang didakwakan tidak terbuti secara sah dan 
meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas” 
 
 
Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud 
dengan   “perbuatan   yang   didakwakan   kepadanya   tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup bukti 
menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan 
menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum pidana ini. 
2)   Putusan  pelepasan  terdakwa  dari  segala  tuntutan  hukum 
 
(Pasal 191 ayat (1) KUHAP) 
 
 
Secara umum putusan pelepasan dari segala tuntutan 
hukum diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP 
yaitu: 
 
“jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang 
didakwakan  terbukti, tetapi  perbuatan  itu  tidak 
merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus 
lepas dari segala tuntutan hukum.
39  
 
 
 
 
Apabila dikonsulsikan dan dijabarkan lebih lanjut secara 
teoritik pada ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP terhadap 
pelepasan dari segala tuntutan terjadi jika : 
 
1) Dari  hasil  pemeriksaan  di  depan  sidang  pengadilan 
perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan 
meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan  tersebut 
bukanlah merupakan tindak pidana 
2)   Karena adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar 
 
3) Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah yang 
diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu. 
 
 
c.   Putusan pemidanaan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP) 
 
 
Pada dasarnya putusan pemidanaan diatur oleh ketentuan 
 
Pasal 193 ayat (1) KUHAP yaitu : 
 
 
“jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah 
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka 
pengadilan menjatuhka pidana” 
 
 
 
E.   Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara 
 
 
1.   Pertimbangan Yuridis 
 
Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau 
alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang
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menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum 
pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan 
menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan 
konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, 
dan barang bukti. 
Menurut Lilik Mulyadi (2007: 193) mengemukakan bahwa: 
 
Hakikat  pada  pertimbangan  yuridis hakim merupakan 
pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan 
terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang 
didakwakan oleh penuntut umum/dictum putusan hakim. 
Menurut Rusli Muhammad (2007:212-221) mengemukakan bahwa 
pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni: 
 
Pertimbangan yuridis dan pertimbangan      non-yuridis. 
Pertimbangan yuridis adalah pertimbagngan   hakim   yang 
didasarkan  pada  fakta-fakta  yuridis  yang  terungkap  dalam 
persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal 
yang harus dimuat di dalam putusan misalnya Dakwaan jaksa 
penuntut   umum,   keterangan   terdakwa,   keterangan   saksi, 
barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum 
pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari 
latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa , 
dan agama terdakwa. 
 
Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, 
waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak 
pidana itu dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana 
akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang 
bukti apa saja yang digunakan, serta apakah terdakwa dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak.
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Apabila   fakta-fakta   dalam   persidangan   telah   diungkapkan, 
barulah hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang 
didakwakan  oleh  penuntut  umum.Pertimbangan  yuridis  dari  delik 
yang didakwakan juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan 
doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah 
kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya.Setelah 
pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan hakim, 
selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau 
memperberatkan terdakwa. 
2.   Pertimbangan Sosiologis 
 
Undang-undang No. 48 Tahun 2009 pasal 5 ayat (1) yang 
mengemukakan bahwa: 
Hakim  wajib  menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai 
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 
ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan 
hukum dan rasa keadilan masyarakat. 
 
Jadi, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum 
yang hidup di kalangan rakyat. Oleh karena itu, ia harus terjun ke 
tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu 
menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 
masyarakat. 
Berkaitan dengan hal ini dikemukakan oleh Achmad Ali (2009: 
 
200) mengemukan bahwa:
42  
 
 
 
 
Dikalangan praktisi hukum, terdapat kecenderungan untuk 
senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai 
pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normative, 
diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya 
sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru 
berbeda  sama  sekali  dengan  penggunaan  kajian  moral  dan 
kajian ilmu hukum (nomatif). 
Menurut Bismar Siregar (1989: 33) mengemukakan bahwa: 
Seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara 
yang  dirasakan  adil  oleh  masyarakat  dengan  apa  yang  disebut 
kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan 
dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan. 
 
Menurut HB Sutopo (2002: 68) mengemukakan bahwa: 
 
Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh 
hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara 
lain: 
a. Memperhatikan  sumber  hukum  tak  tertulis  dan  nilai-nilai  yang 
hidup dalam masyarakat. 
b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai 
yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa. 
c. Memperhatikan   ada   atau   tidaknya   perdamaian,   kesalahan, 
peranan korban. 
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut 
berlaku atau diterapkan. 
e. Faktor  kebudayaan,  yakni  sebagai  hasil  karya  cipta  dan  rasa 
yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.
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BAB III 
 
 
 
METODE DAN LOKASI PENELITIAN 
 
 
A.  Jenis  Penelitian 
 
 
 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif 
atau metode penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang 
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. penelitian 
hukum dengan memaparkan secara lengkap dan sistematis tentang 
beberapa aspek yang diteliti, khususnya dalam penerapan hukum pidana 
dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. 
 
B.  Pendekatan Penelitian 
 
Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, penelitian merupakan 
penelitian bidang ilmu hukum (legal research) dengan konsentrasi hukum 
pidana. Pendekatan masalah pada penelitian ini dilakukan secara yuridis 
yaitu dengan cara mengkaji peraturan-peraturan, perundang-undangan 
beserta peraturan lainya yang relevan dengan permasalahan yang akan 
diteliti. 
Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan kepada 
pendekatan   undang-undang   dan   pendekatan   kasus.   Pendekatan 
undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan 
regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
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Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah  terhadap 
kasus-kasus  yang  berkaitan  dengan  isu  yang  dihadapi  yang  telah 
menjadi putusan pengadilan. 
 
 
 
C.  Bahan Hukum 
 
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 
 
1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat atau yang 
membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang– 
undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis 
gunakan di dalam penulisan ini yakni: Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 
2. Bahan hukum sekunder berupa bahan hukum yang berkaitan erat 
dan menjelaskan permasalahan yang meliputi buku, literaratur, jurnal 
hukum dan internet. 
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan 
pemahaman  dan  pengertian  atas  bahan  hukum  lainnya  berupa 
Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.
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D.  Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
 
 
 
Teknik yang digunakan adalah studi pusaka, yaitu mengumpulkan 
dan mengidentifikasi, dan menganalisa data untuk kemudian dilakukan 
pencatatan atau pengutipan terhadap data tersebut. Studi pustaka 
dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut: 
1.   Menentukan terlebih dahulu sumber bahan hukum. 
 
2.   Identifikasi bahan hukum yang diperlukan. 
 
3. Inventarisasi   bahan   hukum   yang   relevan   dengan   rumusan 
masalah. 
 
 
 
E.   Analisis Bahan Hukum 
 
Bahan hukum yang diperoleh, baik bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan 
secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan 
sesuai dengan permasalahan yang erat kaitanya.
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BAB IV 
 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
 
A.  Penerapan    Hukum    Pidana    Materil   Terhadap    Tindak   Pidana 
Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  dalam  perkara  No.139/PID.B/ 
2013/PN WTP. 
 
1.   Identitas Terdakwa 
 
Nama lengkap       : Ambo Tang 
Tempat Lahir         : Bone 
Umur/tgl Lahir       : 46 tahun 
Jenis Kelamin        : Laki-laki 
Kebangsaan          : Indonesia 
Tempat tinggal      : Jl. Pajayyang,Lr 5. Kota Makassar 
 
A g a m a               : Islam 
 
Pekerjaan              : Sopir 
 
 
 
2.   Posisi Kasus 
 
Berawal  ketika,  Jumat  tanggal  11  Januari  2013  sekitar  pukul 
 
01.00  Wita,  saksi  korban  Jumarni  binti  Tumbeng  datang  dari 
Makassar dan singgah di rumah Hj. Bodeuntuk mengantarkan pandu 
logistik dan beristirahat di rumah Hj. Bode di Jl. MT.Haryono Kel. Bulu 
Tempe Kec. T.Riattang, Kab. Bone. Dan terdakwa tiba di rumah Hj. 
Bode sekitar pukul 01.30 di Jl. MT.Haryono Kel Bulu Tempe, Kec. T
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Rattang, Kab. Bone dimana terdakwa melihat saksi korban Jumarni 
binti Tumbeng, terdakwa menarik tangan saksi korban Jumarni binti 
Tumbeng sampai keluar dari rumah Hj. Bode dan Tedakwa memukul 
pundak sebelah kanan saksi korban Jumarni binti Tumbeng dengan 
kepalan   tinjunya   serta   memukul   tangan   korban   Jumarni   binti 
Tumbeng ke arah belakang hingga terkilir. Kemudian Terdakwa 
menendang paha saksi korban Jumarni binti Tumbeng, selanjutnya 
saksi korban Jumarni binti Tumbeng menyelamatkan diri dengan cara 
berlari masuk ke dalam rumah Hj. Bode sambil menangis karena 
merasa sakit pada lengan kananya. 
 
3.   Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
 
Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana 
kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa 
Ambo Tang yang dibacakan pada persidangan dihadapan Hakim 
Pengadilan  Negeri Watampone  yang  pada  pokoknya  mengatakan 
sebagai berikut: 
 
PERTAMA : 
 
 
 
Bahwa ia terdakwa Ambo Tang bin Tahang pada hari Jumat 
tanggal 11 Januari 2013 sekitar jam 01.30 Wita atau setidak-tidaknya 
pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Jl. M. T .Haryono ,
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Kelurahan Bulu Tempe, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone atau 
setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam 
daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, yang melakukan 
perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu terhadap 
saksi korban Jumarni binti Tumbeng yang merupakan isteri sah 
terdakwa. 
 
 
 
Bahwa saksi korban Jumarti bnti Tumbeng dan Terdakwa adalah 
pasangan  suami  isteri  yang  sah  selam  6 (enam)  tahun  lamanya, 
dimana terdakwa berprofesi sebagai sopir mobil fanther Makassar 
Bone serta berdomisili di Makassar. 
 
Bahwa hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 sekitar pukul 01.00 
Wita, saksi korban Jumarni binti Tumbeng datang dari Makassar dan 
singgah di rumah Hj. Bode untuk mengantarkan pandu logistik dan 
beristirahat di rumah Hj. Bode di Jl. MT.Haryono Kel. Bulu Tempe 
Kec. T.Riattang, Kab. Bone. Lalu sekitar pukul 01.30 Wita pada hari 
dan tempat yang sama terdakwa tiba di rumah Hj. Bodedi Jl. 
MT.Haryono Kel Bulu Tempe, Kec. T Rattang, Kab. Bone dimana 
terdakwa melihat saksi korban Jumarni binti Tumbeng, terdakwa 
menarik tangan saksi korban Jumarni binti Tumbeng sampai keluar 
dari rumah Hj. Bode dan Tedakwa memukul pundak sebelah 
kanansaksi korban Jumarni biti Tumbeng dengan kepalan tinjunya 
serta memukul tangan korban Jumarnibin Tumbeng ke arah belakang 
hingga terkilir. Kemudian Terdakwa menendang paha saksi korban 
Jumarni binti Tumbeng, selanjutnya saksi korban Jumarni binti 
Tumbeng menyelamatkan diri dengan cara berlari masuk ke dalam 
rumah Hj. Bode sambil menangis karena merasa sakit pada lengan 
kananya. 
 
Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Ambo Tang bin Tahang 
korban mengalami luka/ sakit berdasarkan Visum Et Repertum dari 
Rumah sakit Daerah yang ditandatangani oleh dr Buyung Sugianto 
dengan hasil pemerisaan  luar, bengkak pada  lengan  atas tangan
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kanan dengan kesimplan keadaan tersebut diperkirakan disebabkan 
sentuhan benda tumpul. 
 
Perbuatan Terdakwa Ambo Tang bin Tahang sebagaimana diatur 
dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 
20004 tentang Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga 
 
KEDUA: 
 
Bahwa  ia  terdakwa  Ambo Tang  bin Tahang  pada  hari  Jumat 
tanggal 11 Januari 2013 sekitar jam 01.30 Wita atau setidak-tidaknya 
pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Jl. M. T .Haryono , 
Kelurahan Bulu Tempe, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone atau 
setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam 
daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, yang melakukan 
perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu terhadap 
saksi korban Jumarni binti Tumbeng yang merupakan isteri sah 
terdakwa. 
 
Bahwa  saksi  korban  Jumarti  bnti  Tumbeng  dan  Terdakwa 
adalah pasangan suami isteri yang sah selam 6 (enam) tahun 
lamanya,  dimana terdakwa  berprofesi  sebagai  sopir  mobil fanther 
Makassar Bone serta berdomisili di Makassar. 
 
Bahwa hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 sekitar pukul 01.00 
Wita, saksi korban Jumarni binti Tumbeng datang dari Makassar dan 
singgah di rumah Hj. Bode untuk mengantarkan pandu logistik dan 
beristirahat di rumah Hj. Bode di Jl. MT.Haryono Kel. Bulu Tempe 
Kec. T.Riattang, Kab. Bone, lalu sekitar pukul 01.30 Wita pada hari 
dan tempat yang sama terdakwa tiba di rumah Hj. Bodedi Jl. 
MT.Haryono Kel Bulu Tempe, Kec. T Rattang, Kab. Bone dimana 
terdakwa melihat saksi korban Jumarni binti Tumbeng, terdakwa 
menarik tangan saksi korban Jumarni binti Tumbeng sampai keluar 
dari rumah Hj. Bode dan Tedakwa memukul pundak sebelah 
kanansaksi korban Jumarni biti Tumbeng dengan kepalan tinjunya 
serta memukul tangan korban Jumarnibin Tumbeng ke arah belakang 
hingga terkilir. Kemudian Terdakwa menendang paha saksi korban 
Jumarni binti Tumbeng, selanjutnya saksi korban Jumarni binti 
Tumbeng menyelamatkan diri dengan cara berlari masuk ke dalam 
rumah Hj. Bode sambil menangis karena merasa sakit pada lengan 
kananya.
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Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Ambo Tang bin Tahang 
korban mengalami luka/ sakit berdasarkan Visum Et Repertum dari 
Rumah sakit Daerah yang ditandatangani oleh dr Buyung Sugianto 
dengan hasil pemerisaan luar Bengkak pada lengan atas tangan 
kanan dengan Kesimplan keadaan tersebut diperkirakan disebabkan 
sentuhan benda tumpul. 
 
Perbuatan Terdakwa Ambo Tang bin Tahang tersebut 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) 
KUHP. 
 
Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaanya, penuntut 
umum telah mengajukan beberapa orang saksi, surat, petunjuk, dan 
keterangan terdakwa yaitu : 
 
a.   Keterangan Saksi-aksi 
 
1.   Saksi Jumarni binti Tumbeng 
 
Dibawah sumpah menurut agama islam menerangkan pada 
pokoknya : 
- Bahwa   saksi   kenal   dengan   terdakwa   karena   saksi 
merupakan istri terdakwa 
- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan sebagai 
saksi atau korban dalam kekerasan dalam rumah tangga. 
- Bahwa  saksi  telah  dianiaya  oleh  Terdakwa  pada  hari 
Jumat tanggal 11 januari 2013 di depan rumah di jalan 
MT.Haryono Kel. Bulutempe Kec.T.Riattang Barat 
Kabupaten Bone. 
- Bahwa  benar  saksi  memiliki  surat  akta  nikah  dengan 
terdakwa 
- Bahwa      benar      terdakwa      menganiaya      dengan 
menggunakan tangan dan kaki
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- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan menggunakan 
tinju tangan kanan pada bagian pundak saksi sebelah 
kanan  dan  kemudian  memutar  tangan  kanan  saksi 
hingga bengkak dan terkilir 
- Bahwa   suami   saksi   berprofesi   sebagai   sopir   mobil 
jurusan Makassar-Bone yang jika di Bone memang selalu 
mampir dirumah saksi Hj.Bode dan sebelumnya memang 
terdakwa dan saksi pernah mengontrak di rumah Hj. 
Bode. 
- Bahwa  sekitar  jam  01.30  Wita  terdakwa  datang  dan 
marah-marah ketika mengetahui saksi ada dirumah 
Hj.Bode dan kemudian terdakwa menarik saksi keluar 
rumah tepat tepat di tepi jalan dan memukul pundak saksi 
sebelah kanan dengan kepalan tangan (tinju) dan 
memutar tangan kanan ke arah belakang hingga lengan 
saksi bengkak atau terkilir 
- Bahwa saksi mengalami luka memar atau bengkak pada 
bagian lengan sebelah kanan dan kepala serta pundak 
saksi  sakit  akibat  pukulan  tinju  terdakwa  dan  saksi 
berobat di rumah sakit tenriawaru 
- Bahwa  saksi  dan  terdakwa  masih  tinggal  serumah  di 
Makassar dan saksi sudah menikah dengan terdakwa 
selama 6 tahun 
 
2.   Hj. Minawati Alias Hj. Bode Binti Saleha 
 
Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya : 
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada 
hubungan keluarga 
- Bahwa terdakwa dan saksi korban pernah mengontrak di 
rumah  saksi selama 5 bulan 
- Bahwa  benar  kejadianya  pada  hari  jumat  tanggal  11 
januari 2013 di depan rumah saksi di jalan MT Haryono 
Kel. Bulutempe Kec.T.Riattang Barat Kabupaten Bone 
- Bahwa benar saksi terbangun karena mendengar suara 
rebut 
- Bahwa  sesaat  sebelum  kejadian  istri  terdakwa  datang 
duluan  kerumah,  dikamar  saksi  ada  suara  mengetuk 
pintu  mau  masuk  kedalam  rumah  saksi dan  terdakwa 
lihat ada barang-barang saksi korban, lalu terdakwa 
mengatakan “saya mau keluar, tidak mau saya karena 
ada Dewi” terdakwa keluar saksi korban menarik agar 
tidak keluar, kemudian keduanya bertengkar dihalaman
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rumah lalu saksi korban masuk sambil menangis karena 
habis dipukul dengan terdakwa dan bajunya robek 
- Bahwa  kurang  lebih  1  jam  polisi  datang  karena  saksi 
korban melapor dan terdakwa tetap dihalaman rumah 
-     Bahwa terdakwa berkata tolongka bu aji, tolongka 
- Bahwa  benar  saksi  korban  dan  terdakwa  dulu  sering 
datang bersama-sama 
- Bahwa   benar   saksi   korban   mengeluh   sakit   pada 
tanganya 
 
b.   Alat Bukti Surat 
 
- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Tenriawaru yang 
ditandatangani oleh  dr.  Buyung  Sugianto  no. 
Ver/353//49/II/RSU tanggal 21 februari 2013 
 
c.   Petunjuk 
 
Di dalam perkara ini terdapat bukti petunjuk, dimana antara 
keterangan saksi satu sama lain telah saling bersesuaian serta 
pengakuan terdakwa sendiri merupakan sebuah petunjuk bahwa 
telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada 
hari jumat tanggal 11 januari 2013 bertempat didepan rumah di 
Jalan MT. Haryono Kel. Bulutempe Kec. T. Riattang Barat 
Kabupaten Bone dan terdakwalah pelaku tindak pidana tersebut. 
 
d.   Keterangan Terdakwa 
 
Terdakwa   Ambo   Tang   Binti   Tahang   didepan   persidangan 
menerangkan pada pokoknya: 
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan 
karena dituduh melakukan tindak pidana kekerasan fisik 
dalam lingkup rumah tangga
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- Bahwa  benar  pada  hari  jumat  tanggal  11  januari  2013 
bertempat didepan rumah di Jalan MT. Haryono Kel. 
Bulutempe Kec. T. Riattang Barat Kabupaten Bone 
- Bahwa terdakwa dan saksi korban hidup sebagai suami istri 
sekitar 6 tahun 
- Bahwa   tahun   2008   menikah   siri   dan   memiliki   surat 
keterangan  nikah,  tahun  2009  pindah  ke  bone  tinggal  di 
rumah orang tua terdakwa, sekitar 5 bulan tinggal di rumah 
Hj. Bode Jalan MT. Haryono 
- Bahwa terdakwa telah memukul saksi korban pada lengan, 
paha,  menarik  bajunya,  lalu  saksi  korban  masuk  dalam 
rumah Hj. Bode 
- Bahwa terdakwa baru tiba sekitar pukul 01.30 Wita, melihat 
barang-barang saksi korban, terdakwa keluar dan saksi 
korban langsung menampar pipi terdakwa sehingga terdakwa 
khilaf. 
- Bahwa istri terdakwa marah karena terdakwa memberikan 
uang  Rp.200.000,-  (dua  ratus  ribu  rupiah)    kepada  anak 
terdakwa. 
- Bahwa baru kali itu terdakwa berkelahi dengan saksi korban 
dan terdakwa sudah dua kali dipukuli sebelumnya oleh saksi 
korban. 
- Bahwa selama terdakwa tinggal, terdakwa dan istrinya tinggal 
satu rumah dan satu kamar, demikian juga waktu terdakwa 
dan istrinya mengontrak dirumah Hj.Bode hidup bersama- 
sama dengan 5 orang anak. 
 
Kesimpulan : 
 
Dari hasil penyelidikan, bahwa perbuatan terdakwa telah dapat 
dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak 
pidana yang didakwakan dalam pasal 44 Ayat (1) Undang-undang RI 
No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 
Tangga.
54  
 
 
 
 
4.   Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
 
Berdasarkan uraian yang dimaksud diatas, dan berdasarkan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan 
dengan perkara ini, maka Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan 
Negeri Watampone MENUNTUT supaya kiranya berkenaan 
menjatuhkan putusanya terhadap terdakwa sebagai berikut : 
1. Menyatakan   terdakwa   Ambo   Tang   Bin   Tahang   bersalah 
melakukan tindak pidana telah melakukan perbuatan kekerasan 
fisik dalam lingkup rumah tangga sebagai diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 Tahun 
2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ambo Tang Bin Tahang, 
berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun. 
3.   Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar 
Rp. 1.000,-(seribu rupiah). 
 
 
 
5.  Komentar Penulis 
 
 
 
Bedasarkan   putusan   perkara       No.139/Pid.B/2013/PN.WTP, 
hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari 
kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam 
persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan 
dalam surat dakwaan penuntut umum. 
 
 
Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, 
maka dapat disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan baik hukum 
pidana formil maupun hukum pidana materil dan syarat dipidananya 
seseorang terdakwa, hal ini berdasarkan pemeriksaan persidangan,
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dimana keterangan saksi yang saling bersesuaian ditambah 
keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang 
dilakakukanya oleh itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone 
menyatakan bahwa unsur perbuatan terdakwa telah mencocoki 
rumusan delik sebagaiman yang telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
 
 
“Dalam penerapan ketentuan kasus ini sudah tepat dengan 
menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena telah jelas 
dalam dakwaan jaksa penuntut umum, bahwa baik pelaku maupun 
korban masih terikat dalam tali perkawinan. Hal ini termasuk dalam 
ruang lingkup rumah tangga.” 
Lebih lanjut pada dakwaan jaksa penuntut umum yaitu dakwaan 
alternatif yang terdiri dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah 33 Tangga dan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana itu sudah 
benar karena dalam menyusun dakwaan harus memperhatikan 
asas lex specialis derogat legi generali. Bahwa Pasal 44 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disini adalah lex specialis 
dan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana adalah lex generali.” 
 
Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut:
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1.   Setiap orang 
 
2.   Melakukan perbuatan kekerasan fisik 
 
3.   Dalam lingkup rumah tangga 
 
Berikut  penulis  akan  menguraikan  unsur-unsur  satu  per  satu 
yang  juga  menjadi  salah  satu  petimbangan  hakim  dalam 
menjatuhkan vonis pidana kepada terdakwa sesuai dengan fakta- 
fakta  yang terungkap dalam  persidangan. Hal-hal tersebut adalah 
sebagai berikut: 
1.   Setiap Orang 
 
Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum 
yang  cakap,  dapat  melakukan  perbuatan  atau  tindakan 
hukum sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggung- 
jawabkan. 
Bahwa terdakwa Ambo Tang sejak dalam proses 
penyidikan, penuntutan dan hingga pemeriksaan dalam 
persidangan telah mampu mengikuti tahapan  pemeriksaan 
serta   menjawab   pertanyaan   yang   diajukan   kepadanya 
dengan   baik. Sehingga perbuatan yang dilakukan dapat 
dipertanggung jawabkan di depan hukum. 
2.   Melakukan perbuatan kekerasan fisik
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Bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan fisik adalah 
melakukan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh 
sakit, atau luka berat. 
Bahwa  terdakwa  Ambo  Tang  melakukan  pemukulan 
yang dilakukan terdakwa pada hari jumat, tanggal 11 Januari 
2013  sekitar pukul  01.30 Wita  atau  setidak-tidaknya  pada 
suatu  waktu  dalam  tahun  2013  bertempat  di  Jl.  M.  T, 
Haryono, Kelurahan Bulu Tempe, Kec. Tanete Riattang, Kab. 
Bone hal tersebut diperkuat dengan adanya alat bukti surat 
Visum Et Repertum dari Rumah Sakit daerah yang 
ditandatangani oleh dr. Buyung Sugianto mo 
Ver/353//49/II/RSU tanggal 21 februari 2013. 
3.   Dalam lingkup rumah tangga 
 
Bahwa sebagaimana diterangkan dalam Pasal 2 ayat (1) 
Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2004  tentang 
Penghapusan Dalam Rumah Tangga ini yang dimaksud 
dengan lingkup rumah tangga adalah sebagai berikut: 
a.   Suami, istri dan anak. 
 
b. Orang-orang   yang   mempunyai   hubungan   keluarga 
dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a 
karena hubungan darah, perkawinan, persusuhan, 
pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah 
tangga dan/atau .
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c. Orang   yang   bekerja   membantu   rumah   tangga   dan 
menetap dalam rumah tangga tersebut. 
 
 
 
Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan 
persidangan   bahwa   benar   saksi   korban   Jumarti   Binti 
Tumbeng adalah istri terdakwa sendiri yang tinggal serumah 
dengan terdakwa. Hal ini menerangkan bahwa  jelas saksi 
korban merupakan bagian dari lingkup rumah tangga sesuai 
yang dimaksud dalam ketentuan undang-undang. 
Penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam 
lingkup rumah tangga dalam putusan Nomor: No.139/PID.B/ 2013/PN 
WTP telah sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan 
terdakwa  karena  perbuatan  terdakwa  tidak  menimbulkan  penyakit 
atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata 
pencaharian atau kegiatan sehari-hari dan unsur-unsurnya pun telah 
mencocoki rumusan delik. 
 
 
B.  Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap 
Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah tangga dalam perkara 
No.139/PID.B/ 2013/PN WTP 
 
Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting 
dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim 
berguna  bagi  terdakwa  untuk mendapatkan  kepastian  hukum  tentang
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statusnya. Dalam upaya membuat putusan, hakim harus mempunyai 
peryimbangan yuridis. Hakikat dari pertimbangan yuridis merupakan 
pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan 
terdakwa  tersebut  telah  memenuhi  dan  sesuai  dengan  tindak  pidana 
yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. 
Dalam sub bab ini dijelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam 
penjatuhan putusan berdasarkan fakta yang terungkap dalam 
persidangan. Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan 
No.139/PID.B/ 2013/PN WTP 
 
1.   Pertimbangan Hukum Hakim 
 
Adapun yang menjadi pertimbangan-pertimbangan Adapun yang 
menjadi pertimbangan-pertimbangan  hakim  terhadap  kasus 
kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa Ambo 
Tang terhadap saksi korban Jumarti sebagai berikut : 
Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dihubungkan 
dengan  unsur  delik  dalam  pasal  yang  didakwakan  oleh  Jaksa 
/Penuntut Umum, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa 
merupakan tindak pidana dan dapat dipersalahkan. 
Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum 
didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam
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pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang 
 
Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga. 
 
Menimbang, bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah 
setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang 
berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, 
psikologis dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman 
untuk melakukan perbuatan , pemaksaan atau perampasan 
kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. 
Menimbang, bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang 
mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. 
Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban Jumarni binti 
Tumbeng yang menerangkan bahwa, sekitar jam 01.00 Wita dia 
datang dari Makassar langsung ke rumah Hj. Bode dan sekitar jam 
01.30 datang terdakwa Ambo Tang marah karena mengetahui saksi 
ada di rumah HJ. Bode. Bahwa kemudian terdakwa menarik korban 
keluar dari dalam rumah hingga ke tepi jalan lalu memukul pundak 
sebelah kanan dan memutar tangan kanan korban. 
Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut bersesuaian 
dengan keterangan saksi Hj. Bode menerangkan terdakwa marah 
mengetahui istrinya ada di rumah saksi lalu menarik tangan saksi 
korban keluar dari rumah, tidak lama kemudian saksi korban datang 
dalam keadaan menangis dengan baju dalam keadaan robek dan
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tangan tidak bisa diluruskan. Keterangan diperkuat dengan adanya 
hasil Visum Et Repertum No. Ver/353//49/II/ RSU tanggal 21 Februari 
2013. 
 
Menimbang, bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-undang 
 
RI No. 23 tahun 2004 meliputi antara lain suami, istri dan anak. 
 
Menimbang, bahwa saksi korban Jumarni binti Tumbeng adalah 
istri dari Terdakwa Ambo Tang bin Tahang ( sesuai dengan surat 
keterangan nikah No. XI/ SKN/ 2009 tanggal 18 Februari 2009 ) yang 
sampai pada saat sekarang masih terikat dalam ikatan perkawinan 
dan belum dikaruniai keturunan. 
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di 
atas majelis hakim berpendapat unsur delik dalam pasal yang 
didakwakan telah terpenuhi dan karenanya Terdakwa telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam 
Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2004. 
Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung 
majelis hakim tidak menemukan sesuatu hal yang dapat 
dipertimbangkan sebagai alasan pembenar yang dapat 
menghilangkan sifat melawan hukum dan alasan pemaaf yang dapat 
menghapus kesalahan terdakwa dan karenanya harus bertanggunga 
jawab atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan patut 
dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya.
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Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada 
terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal- 
hal yang meringankan. 
1.   Hal-hal yang memberatkan : 
 
-     Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban sakit/luka. 
 
-     Dilakukan terhadap seorang wanita (istri ). 
 
2.   Hal-hal yang meringankan: 
 
-    Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya. 
 
-    Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana. 
 
- Terdakwa    mempunyai    tanggungan    seorang    istri    dan 
beberapa orang anak. 
Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian pertimbangan 
tersebut  di atas maka  pidana  yang  akan dijatuhkan  terhadap  diri 
Terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan dan rasa kepatutan dalam 
masyarakat. 
Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam penahanan 
karena dihawatirkan akan melarikan diri sehingga masa penahanan 
yang telah dijalani terdakwa akan diperkurangkan seluruhnya dengan 
pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. 
Menimbang,bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan 
akan dijatuhi pidana maka biaya perkara akan dibebankan kepada 
Terdakwa.
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Mengingat Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 Undang- 
undang No.8 tahun 1981 Tentang KUHAP dan peraturan lainnya. 
 
 
2.   Amar Putusan 
Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara ini adalah 
sebagai berikut : 
 
M E N G A D I L I 
 
1. Menyatakan  Terdakwa  Ambo  Tang  bin  Tahang  telah  terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga terhadap Isteri; 
 
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ambo Tang bin Tahang 
oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 ( sembilan ) 
bulan. 
3.  Menetapkan  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  Terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan 
kepada Terdakwa. 
4.   Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan. 
 
5.   Membebani  terdakwa  untuk membayar  biaya  perkara  sebesar 
 
Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ). 
 
 
 
3.   Komentar Penulis 
 
Dari pertimbangan hakim di atas, perbuatan terdakwa telah 
memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 44 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan   Dalam   Rumah   Tangga.   Maka   terdakwa   dinyatakan
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terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak 
kekerasan dalam rumah tangga. 
Dalam menjatuhkan putusan, hakim menberikan pertimbangan 
hal-hal yang sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu 
juga mempertimbangkan unsur-unsur dalam ketentuan pidana yang 
diterapkan, apabila telah memenuhi semua unsur maka harus 
dipidana. 
Majelis hakim menjatuhkan vonis pidana kepada terdakwa bahwa 
terbukti  melakukan  tindak  pidana  kekerasan  fisik  dalam  rumah 
tangga terhadap istrinya, dengan memperhatikan Pasal 44 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta kitab Undang-Undang hukum 
acara pidana (KUHAP). 
Mengenai penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa majelis 
hakim memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibuat 
berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa 
keterangan  saksi-saksi  dan  alat  bukti  surat  berupa  Visum  Et 
Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru. 
Dalam pemeriksaan di persidangan majelis hakim tidak 
menemukan sesuatu hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan 
pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan 
alasan  pemaaf  yang  dapat  menghapus  kesalahan  terdakwa  dan
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karenanya harus bertanggunga jawab atas perbuatan yang telah 
dilakukan oleh Terdakwa dan patut dijatuhi pidana setimpal dengan 
kesalahannya.
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BAB V 
 
PENUTUP 
 
 
A.  Kesimpulan 
 
 
Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan 
hasil penelitian yang telah diperoleh penulis, maka dapat ditarik 
kesimpulan antara lain: 
 
1.   Bahwa penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan 
dalam  rumah  tangga  pada  perkara  No.139/PID.B/  2013/PN  WTP 
telah sesuai dengan ketentuan hukum dalam hal ini Pasal 44 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur tentang ketentuan 
pidana kekerasan dalam rumah tangga. Terpenuhinya unsur-unsur 
dalam pasal 44 ayat (1) yang menjadi pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa sesuai dengan fakta- 
fakta yang terungkap dalam persidangan. Dalam perkara 
No.139/PID.B/   2013/PN   WTP   tindak   pidana   kekerasan   yang 
dilakukan dalam lingkup rumah tangga dalam hal ini suami terhadap 
istrinya. Maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan 
perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan majelis hakim 
yaitu menjalani pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan 
membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).
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2.  Bahwa  dalam  penjatuhan  putusan  dalam  perkara  Nomor 
No.139/PID.B/ 2013/PN WTP majelis hakim mempunyai 
pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak, mulai dari tuntutan 
jaksa penuntut umum, fakta dalam persidangan, seperti bukti dan 
kesaksian, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang 
didakwakan  serta  hal-hal  yang  memberatkan  dan  meringankan. 
Dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di 
persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan 
atas  perbuatan  yang  dilakukan  dengan  pertimbambangan  bahwa 
pada saat melakukan perbuatanya terdakwa sadar akan akibat yang 
ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatanya berada pada 
kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkakn 
perbuatanya, ada unsur melawan hukum, tidak adanya alasan 
penghapusan pidana, tidak ada alasan pembenar dan pemaaf 
sehingga dinyatakan bersalah. 
 
B.  Saran 
 
 
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa 
saran antara lain: 
 
1. Masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui tentang Undang- 
Undang  Nomor 23 Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan
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Dalam Rumah Tangga, maka pihak-pihak yang peduli terhadap 
perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga perlu 
meningkatkan kinerjanya dalam melakukan penyuluhan dan 
sosialisasi ke berbagai lapisan masyarakat. 
2. Perempuan tidak menjadi mayoritas korban kekerasan dalam rumah 
tangga, maka mereka diharapkan bisa mengetahui tentang hak dan 
kewajiban sebagai istri. Selain itu, korban kekerasan dalam rumah 
tangga yang sebagian besar perempuan juga harus lebih berani 
menceritakan dan melaporkan tentang tindak kekerasan yang 
menimpanya, serta tidak lagi memandang kekerasan dalam rumah 
tangga sebagai aib keluarga yang harus ditutupi. 
3. Untuk  masyarakat  diharapkan  dapat  ikut  berperan  serta  dalam 
menangani dan mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah 
tangga dengan cara ikut berpartisipasi dan mensosialisasikan 
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada masyarakat lainnya yang 
belum mengetahui mengenai undang-undang tersebut.
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